
PERATURAN BU PATI SITUBONDO
NOMOR 17 TAHUN 2OL6

TENTANG

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2Q 16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan lt'ungsi, Serta Tata Kerja l)inas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Situbondo
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia'fahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, 'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 'l'ahun' 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara l?epublik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286\;
Undang-Undang Nomor 1 '['ahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa27);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor (), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9il;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pen:.erintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40 1B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah l,lomor 13 Tahun 2oo2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4l9fl;

10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Takrun 2OOg (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 'lahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tanrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57 8l;

72. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dern Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncmor a59a);
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1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'lahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 'lambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem

Pemberd.ayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

615);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindlrngan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor 12361;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2Ot6 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1237);

77 . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2016 Nomor 6).

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUI(AN, SUSUNAN

ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK I(ABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksucl dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupate n

Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo.
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5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Situbondo.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Situbondo.
Dinas Pemberdaya-an Perempuarl dan Perlindungan
Anak, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Situbondo.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Situbondo.

10. Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPT

adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
Kabupaten Situbondo untuk memberikan layanan
terhadap perempuan dan anak yang mengalami
kekerasan / permasalahan

1 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat
UPID, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan latau
kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB II
KEDUDUI(AN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan u.nsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempLran dan perlindungan
anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan I']erlindungan Anak
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis
administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah.
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
rnembantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
pelaksanaan evaluasi darr pelaporan daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan
Gender, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
2. Seksi Kesetaraan dan Informasi Gender.

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,
membawahi:
1. Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak; dan
2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan T\rmbuh

kembang Anak.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Kelompok Jabatan lrungsional.
Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ), tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin
oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang

berad,a di bawah dan trertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a lnempunyai tugas memimpin, melakukan
koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan
kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan
evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu
dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud dalam
Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan

rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan
dinas;

b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis,

program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu;

d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;

e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara

terpadu;
f. pelaksanaan urusan keuangan;
g. pelaksanaan lJrusan umum;

t0
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pelaksanaan urusan kePcga'rvaian ;

peiaksanaan urusan aset dinas;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala

Dinas dan bidang-bidang di lingk\r'ngan Dinas;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan KePegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka l,
mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata
usaha kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sub Bagian umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan uru.san rumah tangga dan protokol
Dinas;

b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan
pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas
dan perbekalan lain;

c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan

Dinas;
pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
pengadaan dan pemelih araan perlengkapan;
pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang
meliputi pengumpulan data kepegawaian, Sasaran
Kinerja Pegawai, pembuatan Daftar Urut
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang
menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat. mutasi pegawai, pengangkatan dan
pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian
tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu
isteri/ suami, kartu tabungan asuransi pensiun
(Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
penyusunan Laporan Kepegawaian;
pelaksanaan ketatausahaan ;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Sekretaris; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Sekretaris sestrai dengan tugas clan fungsinya.
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Paragraf 2

sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

sebagaimana dimaksucl dalam Pasa1 3 ayat (1) huruf b

angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan

kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan,

evaluasi dan pelaPoran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Sub Bagian Penyusu.nan Program dan

Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

c. penyiapan rencana peiaksanaan anggaran dinas;

d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang

meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan
dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;

e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan
dinas;

f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan
biaya pengeluaran dinas;

g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan

keuangan;
h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di

lingkup ctinas;
i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) di lingkup dinas;
j penyusunan LaPoran Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala .Daerah pada

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
1. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD);

n. pelaksanaan ketatausahaan;
o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Sekretaris; dan
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

U
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Bagian Ketiga
Bidang PemberdaYaan PeremPuan

Dan Kesetaraan Gender

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender

sebagaimana dimaksud clalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas membantu Kepala Diaas dalam tata-

kelola perumusan kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan

program, serta pelaporan pelaksanaan di bidang

pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan

Gencler menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan pelaksanaan kebr.lakan bidang
pemberd.ayaan perempuan dan kesetaraan gender;

b. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi bidang
pernberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

c. pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemberdayaan

perempuan dan kesetaraan gender;

d. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan prasaranalsarana
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

e. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, penelitian
dan kajian bidang pemberdayaan perempuan dan

kesetaraan gender;

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;

g. penyusunan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

Kesetaraan Gender;
h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

a
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Paragraf L

Seksi PemberdaYaan PeremPuan

Pasal L2

Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender di

biCang pemherdayaan Per/:mPuan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), Seksi Pemberdaya.an Perempuan

menyelenggarakan fun gs' i :

a. perumusan dan penJrusLlnan kegiatan di bidang
pemberdayaan perempuan ;

b. pelaksanaan pengurnpulan, PenEolahan, analisis,
penyajian data dan informasi peran serta perempuan
di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum
dan kualitas keluarga; 

.

c. pelaksanaan peningkatan kapasitas, bimbingan
teknis dan pelatihan pemberdayaan perempuan;

d. pelaksanaan pelatihan keterampilan produksi,
kewirausahaan ddiam rangka pemberdayaan
perempuan;

e. pelaksanaan fasilitasi
organisasi serta
perempuan;

pembentukan dan pembinaan
kelompok pemberdayaan

f. peningkatan partisipasi dan peran serta perempuan
melalui penumbuhkembangan nilai-nilai tradisi dan
kearifan lokal;

g.pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
pemberdayaan perempuan ;

h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan perempuan;

i. pelaksanaan ketatausahahn;
j pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala Bidang Pernberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender; dan
k. pelaksanaan tugas kedinas'an lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

t0
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Paragraf 2

seksi Kesetaraan dan Informasi Gender

Pasal 13

Seksi Kesetaraan dan Informasi Gender sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang

Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender di

bidang Kesetaraan Gender'
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1), Seksi Kese taraan Gender

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan menyusun kegiatan di bidang

kesetaraan gender;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

penyajian data dan informasi kesetaraan gender;

C.pengembanganSisternlnformasiGender;
d. pelaksanaan sosialisasi tentang keadilan dan

kesetaraan Gencler serta pengarusutamaan gender;

e. pelaksanaan sosialisasi penerapan perencanaan
penganggaran responsif gender program-program

pemerintah; :

f. perumusan kebijakan dan menyusun standarisasi

lembaga penyeclia layanan pemberdayaan

perempuan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Kesetaraan Gender;
h. penyusunan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) di bidang Pemberdayaan

Perempuan Dan Kesetaraan Gender;
i. pelaksanaan ketatausahaan;
j. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian KeemPat
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal L4

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagaimana

dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi

membantu Kepala Dinas dalam tata kelola perumusan

kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan program, serta

(2)
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pelaporan pelaksanaan di Lliclang Perlindungan Perempuan
iDan Anak

Pasal L5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L4, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

menyelenggarakan fungsi :

a. peru.musan kebi.iakan dan menyusun prograrnlkegiatan
di bidang perlindungan perernpuan dan anak;

b. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam

penyelenggaraan program/ kegiatan perlindungan
perempuan dan anak;

c. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan prasaranalsarana
perlindungan pel'empuarl dan anak;

d. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, penelitian

dan kajian tentang perlindungan perempuan dan anak;

e. penyusunan pelaksanaa.r.I Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) di bida.ng penlindungan perempuan dan

anak;
f. pelaksanaan kegiatan kr.:tatausahaan;
g. pelaporan hasil pelaksrutaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas kerlinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Ptrragraf 1

Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 16

l

(1) Seksi Perlin<lungan Perempuan dan Anak sebagaimana
dimaksud <lalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 ,

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Perlindungan PerempLlan dan Anak di bidang
Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Dalam menyelenggarakarr tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
mempunyai fungsi:
a. perumusan dan peny-rsunan kegiatan di bidang

perlindungan perempuan dan anak;
b. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap

perempuan dan anak;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi

pelayanan terhadap korban kekerasan dan trafficking
terhadap perempuan'dan anak;

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
perempuan dan anak;

u
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pelaksanaan fasilitasi perlindungan Anak yang

Berhadapan dengan Hukum (ABH), anak

tereksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, dan

anak yang diperdagangkan;
pelaksanaan fasilitasi dan perlindungan anak korban

kekerasan meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis

dan kekerasan seksual;
pelaksanaan pengembangan dan penguatan lembaga

penyedia layanan perlindu.ngan perempuan dan

anak;
h. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan

Perlindungan PeremPuan dan Anak;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perlindungan Perempuan dan anak;

j. penyusunan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur

dan Kriteria (NSPK) di bidang perlindungan
perempuan dan anak;

k. pelaksanaan ketatausahaan;
l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak; dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan

Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang Anak

Pasal L7

Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Tumbuh Kembang

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak d1 bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang
anak.
Da1am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Seksi Pemenuhan FIak Anak dan Tumbuh
Kembang Anak menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak

dan tumbuh kembangan anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkung&tr, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan
kebijakan pemenuhan hak dan tuurbuh kembangan
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

keluarga dan lingkung&o,

e.

f.

ob'

(1)

(2)

pengasuhan,
kesehatan dan kesejahteraan

0

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
serta
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penyiap,,an perumusan kajian kebijakan pemenuhan

hak dan tumbuh kembangan anak terkait hak

sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkunE&r, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan

kegiatan budaYa;
penyiapan koorclinasi dan sinkronisasi
peneraparr kebijakan pemenuhan hak dan

tumbuh kembangan anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkungofl, kesehatan dan

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan

kegiatan budaya;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembangan

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,

pengasuhan, keluarga dan lingkunE&fl, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan,

kreativitas dan kegiatan budaYa;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervisipenerapan kebijakan pemenr"lhan hak
dan tumbuh kembangan anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

lingkurlgan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreatirritas dan kegiatan budaya;
penyiapan pelemtiagaan pemenuhan hak dan

tumbuh kembangan anak pada lembaga

pemerintatr, nonpemerintah, dan dunia usaha
terkait hak sipil, informasi dan partisiprrsi,
pengasuhan, keluairga dan lingkungetr, kesehatan

dan kesejatrteraan sorta pendidikan, kreativitas Can

kegiatan budaya;
h. penyiapan penguatan clan pengembangan

lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup
anak terkait hak sipil, informasi clan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkunS&tr,
kesehatan datr ,kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiptan budaya;
pemantauan, andlisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pemenuhan hak dan

tumbuh kembangan anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkun E?n, kesehatan dan kesejahteraa.l"t

serta pendidikan; kreativitas dan kegiatan budaya;
j penyiapan perumusan kebi:jakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan
tumbuh kernbangan anak;

d.

e.

f.

ob'

U
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penyiapan forum koorrlinasi penyusunan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak dan tumbuh kembangan anak;
penyiapan perumusan kajian kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan inforrnasi di bidang pemenuhan hak dan
tumbuh kembangan anak;

m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak dan tumburh
kembangan anak;

n. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajiar: data dan informasi di bidang pemenuhan
hak dan tumbuh kemhangan anak;

o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan intbrmasi di bidang pemenuhan hak dan
tumbuh kembangan anak;

p. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan
inforn:asi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh
kembangan anak;

q. pelaksanaan ketatausahaan;
r. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan
Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud clalam pasal 3 ayat (1)

huruf e mempakan unsur pelaksana teknis operasional
danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.
uPrD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan tugasnya, UpfD mempunyai
fungsi:

(1)

(2)

(3)
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pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan
teknis operasional danlatau teknis penunjang
tertentu Dinas; dan
pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional
danlatau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 19

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2O

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kekrmpok sesuai dengan bidang
keahliannya.
Setiap kelompok dipimpin pleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat o;eh Bupati.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan terhadap tenlaga fungsional dilakukan sesuai
Peraturan Perundang-r-rndangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 2L

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi dan Kelompok .Jabatan Irungsional serta Unit
Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-mersing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan
tugas pokoknya masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing,
merrgawasi dan memberikan petunjuk dalam
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

u

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)



(s)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Setiap pimpinan satuap organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada

atasannya masing-masirrg serta menyampaikan laporan

berkala tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan

organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk pen)rusunan laporan lebih lanjut dan

untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan

wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain

yang secara fungsional rnel"xpunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGI(ATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas diangkat clan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris llaerah dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat, sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan J'ang berlaku.
Sekretaris, Kepala Biclan$, Kepala Sub Bagian, Kepala

Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi syarat sesuai' dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlakur

tsasal 23
!

Jabatan Struktural 'c1an Fungsional tidak boleh

dirangkap.
Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas

berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan

Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu

pejabat struktural untuk mewakilinya.

u
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
20L7.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Diundangkan di Situbondo
pada tanggar 1 5 N[\/ 2016

ARIS DAERAH
SITUBONDO,

BERITA DAERAH I{ABUPATtrN SITUBOIIIDO TAHUN 2016 NOMOR {8

di Situbondo

1 5 No\/ 20i8

i,
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